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BUPATI PAKPAK BHARAT 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI  PAKPAK BHARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan Pasal 26A ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang menyatakan dalam hal rancangan 
APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut 

dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan 
peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran 

APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang 

perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 
Perubahan APBD; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan Sisa Dana 
Desa Tahun 2019 yang masih di RKUD dapat disalurkan 

paling lambat bulan Juli;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun Anggaran 2020. 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun  2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak 
Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan  di Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4272); 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. 

 

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 
 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 

2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-2019) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 250);   
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  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 377); 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 384);   

  15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan 
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

  16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak   Bharat 
Nomor 142); 

  17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tah un 2019 Nomor 11); 

  18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 
Nomor 13). 
 

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan 
dan Aset Daerah Nomor 900/816/BPKPAD/IV/2020 

tanggal 12 April 2020 tentang Persetujuan Penganggaran 
Kembali Sisa Dana Desa di RKUD TA. 2019 sebanyak 2 
(dua) desa pada Perubahan Penjabaran APBD TA. 2020. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 

Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 sebagai berikut: 

a. Pendapatan  

 1. Semula Rp. 563.981.614.949,00   

 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (85.210.722.000,00)   

   Rp.  478.770.892.949,00 

b. Belanja 

 1. Semula Rp. 582.577.034.826,00   

 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (66.053.471.849,00)    

  Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 516.523.562.977,00 

  (Defisit )/ Surplus setelah Perubahan Rp. (37.752.670.028,00) 

c. Pembiayaan 

 1. Penerimaan 

  a) Semula Rp. 18.595.419.877,00   

  b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 19.157.250.151,00   

   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah 

Perubahan 

Rp. 37.752.670.028,00 

 2. Pengeluaran 

  a) Semula Rp. 0,00   

  b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00   

   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

Perubahan 

Rp. 0,00 

   Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 37.752.670.028,00 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan (SILPA) setelah perubahan 

Rp. 0,00 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:  
  

Pasal 2 
 

Ringkasan Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

Perubahan Keempat Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka: 

a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43); 

b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020  (Berita 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 8); 

c. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 

2020  (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 9); dan 

d. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 

2020  (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 13), 

tetap berlaku sepanjang tidak  bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat. 
 

Ditetapkan di Salak 

pada tanggal 23 Juni 2020  3 Des 
 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, 

 

     ttd 

 
  ASREN NASUTION 
 

Diundangkan di Salak 

pada tanggal 23 Juni 2020 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 
 

         ttd 
 
SAHAT BANUREA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 16 
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